
BAB VII   PENGANGKUTAN LAUT 

 

 

Pengangkutan laut pada dasarnya adalah perpindahan tempat 

mengenai orang-orang dan barang-barang melalui sarana 

angkutan laut, yaitu kapal laut. Pengangkutan orang diatur 

dalam Bab V B Buku II KUHD. Dalam pengangkutan orang 

terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dan penumpang. 

Hubungan hukum antara keduanya dibuktikan dengan adanya 

karcis (tiket) perjalanan. 

 

Pengangkutan barang diatur dalam Bab V A Buku II KUHD. 

Terdapat pihak-pihak tertentu yang secara langsung 

berkepentingan dengan pengangkutan barang melalui laut, 

yaitu : 

 

1.​ Pengangkut (carrier); 

2.​ Pemilik atau pengirim barang (shipper, consignor); 

3.​ Penerima barang (consignee). 

 

Arti pengangkut dalam beberapa peraturan terdapat perbedaan 

dan perkembangan, yaitu bahwa pengertian pengangkut menurut 

KUHD dan The Hague Rules lebih sempit dibandingkan dengan 

The Hamburg Rules, sedangkan dalam konvensi Multimoda 

diperluas lagi menjadi Multimodal Transport Operator (MTO). 

 

Pengertian pemilik atau pengirim barang tidak ada dalam 

KUHD dan The Hague Rules. Menurut The Hamburg Rules, 

pengirim barang disebut dengan shipper, sedangkan dalam 

Konvensi Multimoda disebut Consignor. 

 



Penerima barang dalam KUHD dan The Hague Rules tidak ada 

pengertiannya, sedangkan dalam the Hamburg Rules dan 

Konvensi Multimoda disebut dengan Consignee. 

 

Selain dari ketiga pihak tersebut, masih ada pihak-pihak 

lain yang terlibat dalam proses pengangkutan laut. 

Pihak-pihak tersebut berupa organisasi dan perusahaan yang 

terlibat dan menunjang pelaksanaan pengangkutan atau 

pelayaran. 

 

Berdasarkan perkembangan dalam praktek perdagangan 

ekspor-impor menunjukan bahwa penggunaan angkutan laut 

walaupun masih dominan, mencapai 95%, namun dikombinasikan 

dengan sarana angkutan darat dan udara. Oleh karena itu 

timbul pemikiran untuk menggunakan cara pengangkutan 

terpadu (integrated transport), kombinasi pengangkutan 

(combined transport) atau dengan berbagai moda angkutan 

(Multimodal transport). 

 

Multimodal transport (intermodal transport) adalah 

pengangkutan barang dengan menggunakan dua atau lebih moda 

angkutan dari tempat asal barang ke tempat tujuan dengan 

menggunakan satu dokumen pengangkutan saja, disebut 

Multimodal Transport Document, Multimodal Transport Bill of 

Lading, Combined Transport B/L. 

 

Dengan demikian, multimoda transport merupakan pengiriman 

dan penerimaan barang (ekspor-impor) dalam satu paket, atau 

dengan kata lain, melaksanakan pelayanan secara door to 

door atau One Stop Service dari tempat asal barang sampai 

ke tempat tujuan barang. Pelaksana multimodal disebut 

dengan Operator Multimodal Transport. 



 

Pengangkutan barang melalui laut harus dilengkapi dengan 

surat angkutan yang disebut konosemen (Bill of Lading), 

yaitu surat atau dokumen yang diberi tanggal, dimana 

pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang 

tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang 

ditunjuk beserta dengan klausula-klausula tentang 

penyerahannya (Pasal 506 KUHD). 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, konosemen memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu sebagai bukti penerimaan, kontrak dan 

bukti hak. Selain konosemen ada dokumen yang perlu dan 

umumnya digunakan dalam pembayaran yang disebut Letter of 

Credit (Documentary Credit) diatur dalam Uniform Custom dan 

Partice for Documentary Credit, Publication No. 500 (UCP 

500). 

 

Pada dasarnya Letter of Credit (L/C) adalah suatu surat 

(dokumen) yang dikeluarkan oleh bank (issuing bank) untuk 

bertindak atas permintaan dan perintah seorang nasabah 

(Applicant) atau atas namanya sendiri : 

 

1.​ Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (Beneficiary) 

atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel-wesel 

yang ditarik oleh beneficiary, atau 

2.​ Memberi kuasa kepada pihak bank lain untuk melakukan 

pembayaran tersebut, atau untuk mengaksep dan membayar 

wesel-wesel tersebut, atau 

3.​ Memberi kuasa kepada bank untuk menegosiasi atas 

penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan 

semua ketentuan dan syarat kredit yang bersangkutan 

telah dipenuhi. 



Dalam pengangkutan barang dimungkinkan terjadinya peristiwa 

yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pengirim 

barang, kerugian tersebut dapat berupa berkurangnya jumlah 

barang, kerusakan untuk itu dapat diajukan tuntutan ganti 

kerugian kepada pengangkut. 

 

Terhadap tuntutan tersebut ada batas-batas tanggung jawab 

dari pengangkut. Ketentuan tentang tanggung jawab tersebut 

dapat ditemukan dalam KUHD, The Hague Rules, The Hamburg 

Rules dan menurut praktik. Masa tanggung jawab pengangkut 

menurut KUHD dimulai sejak barang-barang diterima hingga 

saat penyerahan (Pasal 468 KUHD). Dalam The Hague Rules 

sejak barang dimuat di atas kapal hingga dibongkar dari 

kapal. 

Menurut The Hamburg Rules sejak saat barang dikuasai di 

pelabuhan pemuatan (Port of Lading), selama pengangkutan 

dan di pelabuhan pembongkaran sedangkan dalam praktik 

biasanya disesuaikan dengan tujuan pelabuhan dan peraturan 

internasional yang dipilih dalam B/L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Dalam hal ini dikenal: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR IMPORT 
 

L/C 



B/L Asli+Dokumen 
 

Copy L/C 
Bank​ ​ L/C​ L/C​ ​ ​ ​ ​ Bayar​ ​ B/L​ Buka 
Bayar​ ​ Asli​ Asli​ ​ ​ ​ ​ L/C​ ​ Asli​ L/C 

 
Korespondensi 

 

kontrak Jual Beli/PO 
 

 
 

Terima B/L​ Barang dikapalkan​ ​ ​ ​ ​ Barang D/O 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ diterima 

B/L Asli D/O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


